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ABSTRAK 

Menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Majelis 

Permusyawaratan Rakyat bukan lagi menjadi lembaga tertinggi melainkan menjadi 

lembaga negara yang memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga lainnya. 

Berubahnya kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat  juga diikuti berubahnya tugas 

dan kewenangan MPR. Permasalahan dalam penelitian hukum ini adalah bagaimana 

implementasi perubahan kedudukan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam 

sistem Ketatanegaraan RI dengan berubahnya UUD 1945 menjadi UUD NRI 1945 serta 

Bagaimana  kedudukan dan status hukum dari produk hukum MPR / Ketetapan MPR 

dalam hierarki peraturan perundang – undangan di Indonesia. 

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah 

pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan metode 

pengumpulan data sekunder. Data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode 

pengumpulan data berupa studi pustaka dan dilengkapi dengan wawancara sebagai data 

pendukung. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa; pertama, 

berubahnya kedudukan maka menyebabkan berubahnya juga tugas dan kewenangan dari 

lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat  tidak lagi 

menetapkan Garis Besar Haluan Negara, tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden, 

dalam melakukan pemakzulan terhadap Presiden atau Wakil Presiden melibatkan 

lembaga Mahkamah Konsitusi, dan diterapkannya Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rancana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 yang 

mengantikan Garis Besar Haluan Negara sebagai arah pembangunan Negara. Kedua, 

mengenai status hukum terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat  atau 

dikenal Tap MPR dapat  mengacu pada Tap MPR Nomor 1 Tahun 2003 yang masih 

terdapat beberapa ketetapan dari Tap MPR khususnya pada Pasal 2 dan Pasal 4 yang 

masih berlaku dan menjadi sumber hukum bagi peraturan dibawahnya, hal tersebut 

dibuktikan pada Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa  kedudukan Ketetapan  

MPR masuk ke dalam hierarki peraturan perundang – undangan di Indonesia. 

Sejalan dengan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran: pertama, 

berubahnya kedudukan MPR mempertegas sistem Presidensil yang dianut oleh Negara 

Indonesia dan juga tidak serta merta membuat kita melupakan produk hukum MPR, 

mengenai produk hukumnya yaitu Ketetapan MPR masih diakui kedudukannya. Kedua, 

Perlu adanya ketentuan tambahan bagi MPR dalam Undang – undang,  khususnya prihal 

mengenai mekanisme MPR dalam menguji produk hukumnya sendiri. 
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